PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 28, Pekuncen, Panggungrejo, Pasuruan, Jawa Timur 67126,
Telepon (0343) 426019, 426604, Faksimile 425697,
Laman www pasuruankota go id, Pos-al bagianumumpaskoligmail oom

KEPUTUSAN
SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 167 TAHUN 2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN

SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 1 Peraturan
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar

Pelayanan vyang mewajibkan setiap penyelenggara

pelayanan publik untuk menetapkan dan menerapkan

standar pelayanan publik untuk setiap jenis pelayanan vang

ditetapkan oleh pimpinan penyelenggara pelayanan publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris

Daerah tentang Standar Pelayanan di Sekretariat Daerah

Kota Pasuruan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Dacrah-dacrah Kota Kecil Dalam Lingkungan
Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor
13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-Undang
Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu)
tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil
di Jawa;

3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5038);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang
Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2009
tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran
Negara Republk Indonesia Nomor 5357);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
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m. Atendar Pelaraban Fetlajarsan Tempat Dogian TToom;

n. Standar Pelayaosn Pecsumatan Bagisnn Umuom;

0. Stondar Pelrranan Bata Dan Informas] Bagian Proloked
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KETIGA

q. Standar Pelayanan Perumusan Tugas Dan Fungsi
Perangkat Daerah;
r. Standar Pelayanan Penyusunan LKJIP Perangkat Daerah.
Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku mulai tanggal
ditetapkan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024




BAGIAN HUKUM

LAMPIRAN

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH
KOTA PASURUAN

NOMOR 167 TAHUN 2024
TENTANG STANDAR PELAYANAN
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT
DAERAH KOTA PASURUAN

STANDAR PELAYANAN DATA DAN INFORMASI BAGIAN HUKUM

No.| Komponen | Uraian
 Penyampaian Layanan

1. | Persyaratan 1. Penerima/Pengguna layanan menyampaikan surat
Pelayanan permohonan tertulis, ditujukan kepala Kepala Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan; dan

2. Penerima/Pengguna layanan hadir langsung di Bagian
Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan.

(Informasi/data yang diminta dalam kewenangan Bagian

Hukum Sekretariat Daerah Kota Pasuruan).

2. | Sistem, l. Penerima/Pengguna layanan menyampaikan surat
Mekanisme, dan permohonan ke Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota
Prosedur Pasuruan;

2. Kepala Bagian Hukum memberikan disposisi surat
permohonan  kepada  Kepala  Subbagian yang
bersangutan;

3. Kepala Subbagian memberikan disposisi/menugaskan
Pegawai yang berkompeten untuk memberikan layanan
data dan/atau informasi;

4. Pejabat/Pegawai yang ditunjuk melaksanakan tugas
yang telah diberikan oleh Kepala Subbagian;

5. Dalam hal tertentu, Kepala Bagian Hukum atau Kepala
Subbagian yang bersangkutan dapat langsung memberi
layanan data dan/atau informasi kepala
Penerima/Pengguna layanan; dan

6. Penerima/Pengguna Layanan yang hadir mengisi survei
kepuasan Masyarakat setelah mendapatkan layvanan,

3. | Jangka Waktu Pelayanan data dan/informasi berdasarkan substansi
Pelayanan tertentu tidak ditetapkan standar waktu.

4. | Biaya/Taril Tidak dipungut biaya (gratis).

5. | Produk Pelayanan | Informasi yang dibutuhkan terkait bidang yang diperlukan
secara lisan maupun  tertulis (dalam  bentuk
softcopy/ hardcopy document), antara lain:

1. Produk Hulkum Daerah :

- Peraturan Daerah;
- Peraturan Wali Kota; dan
- Keputusan Wali Kota.

2. Data dan/atau informasi lain terkait bidang yang

diperlukan.

6. | Penanganan Laman: https:/ /idih.pasuruankota.go.id/

Pengaduan, Saran | Pos-el: hukumpaskot@gmail.com
dan Telepon: 0343-424483
Masukan /Apresiasi

Pengelolaan Pelayanan




Dasar Hukum

. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang

Pelayanan Publik; dan

. Peraturan Wali Kota Pasuruan Nomor 4 Tahun 2022

tentang Tugas Pokok dan Fungsi Sekretariat Daerah.

Sarana, Prasarana, | 1. Komputer dengan Jaringan Internet;
dan/atau Fasilitas | 2. Kertas;
3. Printer; dan
4. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja.
Kompetensi 1. Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer; dan
Pelaksana 2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan
informasi serta menyampaikan informasi kepada
pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.
Pengawasan Atasan Langsung.
Internal

Jumlah Pelaksana

12 (dua belas) orang.

Jaminan Pelayanan

Layanan Informasi disampaikan dan dilaksanakan secara
tepat dan akurat serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Informasi dijamin keabsahannya.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.

Ditetapkan di Pasuruan
ada tanggal 15 Januari 2024
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-  Keputusan Wali Kota.

6. | Penanganan Laman: https://idih.pasuruankota.go.id /

Pengaduan, Pos-el: hukumpaskotiigmail.com
Saran dan Telepon: 0343-424483
Masukan /Apres
iasi
Pengelolaan Pelayanan
1. | Dasar Hukum l. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun
2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-
undangan;

2. Perpres Nomor 87 Tahun 2014 tentang peraturan
pelaksanaan undang- undang Nomor 12 Tahun 2011
tentang pembentukan peraturan perundang- undangan;

3. Permendagri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar
Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota; dan

4. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2021 tentang
Pembentukan Produk Hukum Daerah.

2. | Sarana, 1. Komputer;
Prasarana, 2. Kertas;
dan/atau 3. Printer;
Fasilitas 4. Draf Produk Hukum; dan
S. Dokumen Pendukung.
3. | Kompetensi 1. Sarjana Hukum;
Pelaksana 2. Memahami teknis penyusunan peraturan perundang-
undangan; dan
3. Memiliki keterampilan mengoperasikan komputer,
4. | Pengawasan Atasan Langsung,
Internal
5. |Jumlah 3 (tiga) orang.
Pelaksana
6. | Jaminan Mempunyai kompetensi di bidang Hukum Tata Negara.
Pelayanan
7. |Jaminan Output pelayanan di jamin peraturan perundangan-
Keamanan dan | undangan yang berlaku.
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Secara berkala dilaporkan kepada atasan setiap bulan.
Kinerja
Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024
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B. Ponandasaoneahan Meia Pajanjian 16bah Doemmh
[MFHL sutars Hepala SEPD sclabkl peompurs
ATyEAraR [Bokretasls Dacdah) dengan penerima
Hibahy

ToPenzchoa Hiban owogsjukan Peromehonon
Pencpirmn Hitah Kepada Pesgaoou Angaacan [PA);
elam

B. Beoudsaherm pengeiua-on rerihAnCg Bamigl
Keasjahtcrasan Rabval oenvispkan lamoiran 5FPF,
[ bibeh nunoak  dlajukan  kepadu  Pejrbac
Penatausahasn  Hetatosn  (PER cmtuk di
verifika=i, selanjutym KPA menerhithen 9PMd LS
dan alkgrlvokae ke BFKA seluku Beondohare Truam

Jemgke Walkti

Deereh [BLIEY]. o

1. Fenaming Léyaoan/peochon menyamprikan
Bengojuon Propesal dlmjukan 2opeds Bali oo
melahy Sekralariat Doscah, | [antg) hari;

2. Wali Koua owndispomicilen penggjoon proposal
rerouHet kupada Eekretaris Deecah Asiseen

Eoprals Bawian Eesro, 7 [Tupah] han;

k=ahsahan  dan Ecbophapan —persyorotan
permabhonan Hibrh =2auai pedornsy vases berlako,
2 [tea) ha=i; dun
4, Kepala SEPD [Seloeones Tlarmh) oeayrapelan
haail erahpaal bbb 'L1-:'|.'|.|.]:IH. rebnoendasi ke=pacdn
§alikntn me=loui TAPTE, ¥ ['1glub) bael,

a.
Fulayarsan
4. | 1sirra )t Tardf

| Tidal dletiogetl Huya [Fratin.

Permerintahan dan Baglan Kcacielociwan Rakyal =

3, Baglan Eusejshisrann Rolovat melnkuaken Evaluas)



|5.

Iﬁ.

Produk
+ Palopanaen

Hitah uang Ii!:r'|'.|.|:|-.'L:| Dadan dan Leobags Mifahba,
pubacela bersifat sosial leemasyoraloaron.

Persnpansan
Pengaida),
Baran dan
Moeukan f Apn-:

it

Eamtan  ; Rttpes:f fbesca.pasucdankota . meld
whateppp : A2 523 TE

Damar [Tukum

loloas Prlaynnan

1.

10,

11.

Undang-undane Momnr 141 Tahumn 2005 Liawl
Keterbukann Infucoees Mabdils

Undong-ureclang Mewoor 2 Tehuao 2009 tenteng -
Pelmanan Publik;

rodastfi-Lndang Womar 13 Tohun X009 wnlaoe:
Frateipun;

Undang Dnclang Noaiooe 253 Talhn 2004 emceng

Puemecinlahan Taceals)

Peraturan Pemermtah Teonor &1 Tadan 2111
tentang Pelukuarsan U0 Moroor L4 Tabun R0
ten tanpg Kelecbukaan Informasi Puablk;

Peraturan Pooeelnte Momor 13 Tahun 2016
tentAng Perangkac Dasrah;

Peruturan Menten Deadedin Noporl Nomer &F Tahom
2011 temtany Slandar Opcrasional Propedur 4
LicizE Licipn Foneclntah FroniTisd don
Kehuamaten s Enta;

Peruiurnn Wemberd Dulao Bepeel Hamor 54 Tabun
200  tentanp  Tals Moekab D Lhaglnsen
Feice rizdak Teg-ralil

Ferrtuman Menten Telam Negen Noowr 3 twhun
2017 tentmnyg Pedoman Peogelodassn I'éelayanan
Mirmmnsi dan Oolommentasi Kemencerian Dodam
Meperi dao Poaoonontsiwrn Daciah;

Perabura Menter Dalan Hegert Mo ¥ talnan 2020
trrtnmg Pedoman Trknis Penpedelian Keuangran
Chaernh; dAen

Feraluran Wali Lata Fasurusn Mo 18 Tohon 20231
rentang latacer Penmaaeeeran, Folabksanaan Dan
Prsttmianhinan, Pelaparan el
Peetamppungiawatan, Sorts Mondtoclng das
Evaluasi [Likkah don Tancuon  Ansial  Yang

Feerauaneber davi Aupeacan Pendapatan Don Belanja
Caemmh.

Harana,

Pravarans
dan, etan

_ Ta=ilita=

1 Kuanpg tacou boe AC, kucsi, dan meja;
2. Komputesr denpan akees (noenece,
3. Felalez; dun

Lnmpecsnsi
Trelabkacna

4, Filiiig e, _

1. Meoliki peogetohuan terkaic remulsal Belaogs Tlibah
brrina vealp dan pelayanen publils dan

<. Memiliki kemmmpilan datam coengulsh dnta dan
inlbrmasi sema oeenyaspalkan mfimmesi kepada

Frugawnaan
[ntecnal

peiegiuna Layanen baik sceara san maupun tulisen,
1. Bupereigl glusnn kngaang; dan
2, Ddukeanakan arcars beckelanjuton.

Jumlah
Frla -

-'_!':ﬂi'l'llﬂ.:l o] £: 15T




Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Informasi dijamin keabsahannya.
Keamanan dan
Keselamatan
Pelayanan

Evaluasi Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
Kinerja
Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024




OAGIAN PEAMERINTAHAN

STANDAT: FTTLATANAN
DATA AN [AFDORMAST
| El:l:l:l!':l_l_:b!:l.!l:l. | T Oglpgm
Fl: mpainn Laysunan o
1. | Prragraratam 1. Bongmne. Lagaiswn okovampaikan dokuamen teroulis, -
Frlmmanan ditujulan lee Alamet: Bamian Peoycrintelia Schnctarlat '
[ravrab, Bola Pasuroovn, Jalan Pahlg=an Nosnor :.'-’.-EI
Pdasuruwn; am |
A Hewlw lawyzasangy di Katiuoe Bagian Pemermtahsn (seawal
alornat di  etasp, menunjukien identitas  <dld,dan
______ by buku tamu.
2. | Bdetern, L. Peogguna  [avAmall  mMenpempailialn  SUral  ceeads .
Bl keariaenc, ditpjuksn Jepade Repalo Bogran Peamerintaban ;
drn Preaeduar 2. Kepala Bagen Pomcliteahat peodisposisibsn surat !
permabionan kepada Jub Koordinatar,
2. ub Karnrdinatr memberikan dmpmwmm
P pasal yang bompeten untuk memberikon mcrmand
k=prdn pengEana lyenan; dan
: 4. Infarmasi digampailoan kepada pemohet,
3. | Jongkn Walma . Welplai Surat Perichona b kel jawsban seeslnh
Melavanan 3 [Bpal han mumt. permohinnaen dltevlios alch Boogeads,
Baplan Peoweein labans Jduan
2, Diatene Lengauna 1 [sall) b scjuk permiméran
informaae  dlsempalean,  apabila databoes sodoh
_ ~ ermeda. L
3, | Bixyx / Tasil Tk dipungat hiora [@ratis).
2 [ Lroduke sueat Jewaban dan ) acaw peasbecian dady dun infsrmuni
Melavaruan FAmy diminta.
Fa, | e cemoavdredn . Luaroan: higp: f fpemerintaban. e rnuyndasodea, goo, 1d S
Pangnian, Foa-cl! adpeoipraskoligmesil «omm
HarAan dan Telopo: WHdi—420%149, 426504
Mnsulmm S Apres | Max: 4223407
lEcai
Peagriolaan Pelayanan T .
1. ! Dugor Tlukum I. Imdrng-undang, Mool 14 Tabuo BHR  fenmng
Eeierbuboon Infarmasi Fuahlilk;
4 Lidlanp-dkany Nomwer 23 Tahem 208¥3 pentrng
Pelnymnan Pakdik;
A-TIndanp-Lindate; Mownae 43 Tabun MHH  tentrng
Eenrsipan;
: 4. Undang-tiilky, Muoer 23 Toliom 2014 tentang :

Pemrrninmban Decral,

n- Prratiran Petoerincah Fooor 61 Tahon 2G040 enmng |
Lelakzxanium UTT Naoer 141 Tataen Mot Legeledy:
Keterbwakieel Infmrewesi FPubdik;

f. Pecaturman Peoverintalt Neaton' 18 Tatiun 2076 1enlamp
Pernmgkat Nagrah:

T. vralursan Menieo Chalomm Mesen Nomor 52 Tabiio
KNl orencang Stendar Dperusional - Prosedur  dF
Linglomgan Peomeriataly Frmvinei drn
Kabaupalen fEota;




8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah
Daerah; dan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.

Sarana, 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;

Prasarana, 2. Komputer dengan akses internet; dan

dan/atau 3. Printer.

Fasilitas

Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan terkait Penataan Administrasi

Pelaksana Pemerintahan, Pengelolaan Administrasi Kewilayahan,
Pelaksana Otonomi Daerah dan Kerjasama Dalam
Negeri; dan

2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan

informasi serta menyampaikan informasi kepada
pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.

Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung; dan

Internal 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.

Jumlah 11 (Sebelas) orang.

Pelaksana

Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta

Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Informasi dijamin keabsahannya.

Keamanan dan

Keselamatan

Pelayanan

Evaluasi Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kinerja

Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024




STANDAR PELATANAN

DOa snt Malam

BONSLLTASL
o, | Kompoasn __ Omian _
Pooyaropais Lagatan .
1. | Persyaratan T, PFouguswa Layanal imehyamprikan  dokamen
Eeleranan tertuitin, ditujukan ke dlaroal: Bap:lan
Peowrinlaban — Scloretarlat Deereh Knte
| Pasuraan, Julan Pablawan Komot 24 Pasunaen;
dan
2. Hodir langeuny i Eantur Buagian Qreanisdss
[ pessuad alaenat di acaep, mcoospklan identitas
L dird,lan covacgpai baikels tasrin,
2. | Sistem, Melmnieme, 1. Penppuns LayarEan coceyaniprailan Srak gt
| dan Progediw ditujukan kepads Kenola Bagion Pemerintahuns; |
; 2. Kepala, Hapian Prmerintohan mendisposizikan
surac prrmrhnmAn leepnda Sub Kovrdmator;
3. Sub Boardialow orttuheTiken
Aiapin  menugnalmn pegowoi yang kompeten
Ttk membentzon informos kepairls perigElins
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3. Jarwska Wakbu 1. Mclalni dirat Pormolionan: oneierivss, jaapban
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eleh Ecpola Eaman Petnerlntaluan; dean
2. Dnmng Langeung: | (soba] hoo  sejak
peentlntasy  nferowal disampsiban,  agalhla
_ Jalalase sodab werwodis
4. Biava) Taril Tidiik dipunwut biaya (urob=]. !
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Pooysadiean, Savan Pus-el: wdpempashotatamnil .om
dan Telopo: G345-425219, 426604
Maxukan, Aprasiae Tux 1256407
_E'_ﬁﬂ,ﬁﬁlﬂllﬂtl Ferlayanmm

1.
2.
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. A,
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Keterhurleran Infedosyi Pabilie

Lorelany-undung Mamnm 205 Tahin 209 ey,
Pelapanen Muallik: _
Undane-Lodany Bomar 42 Tahun 2004 teolacy;
Kear=ipan;

Urulsng-Tndang Momor 23 Talion 3014 t=ntanp
Poocrio lahvin Tnemhb;

Frraucas Pememrintnh Momoe 61 Tahon 20100
Frmrang Pelaksansan T Nomar |4 'ahoo 20038
Lenwng Keterbolasn [ofarnasi Pablilc:

lerlang Perangioar Uit
Perativan Menteri Dalam Hoperd Neomar 43
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Perwrininh Daseah: L




9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah.
2. | Sarana, Prasarana, 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
dan/atau Fasilitas 2. Komputer dengan akses internet; dan
3. Printer.
3. | Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan terkait Penataan
Pelaksana Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan
Administrasi Kewilayahan, Pelaksana Otonomi
Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri; dan
2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data
dan informasi serta menyampaikan informasi
kepada pengguna layanan baik secara lisan
maupun tulisan.
4. | Pengawasan Internal | 1. Supervisi atasan langsung; dan
2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5. | Jumlah Pelaksana 11 (Sebelas) orang.
6. |Jaminan Pelayanan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat
serta dapat dipertanggungjawabkan.
7. |Jaminan Keamanan | Informasi dijamin keabsahannya.
dan Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Eg_da tanggal 15 Januari 2024




STANDALR FRLAYANAM

AUDENE]

Ko | “Enmpoocs

Vrainn

1. Perayoratan
FPelayanan
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Produl: Prlayrnan
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Pus-el: adrempaaliotigoernail. oem

Lol pones 0% 5-4260 10, 20H

P JA5ET

 Bengololzan Polnyun
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Payer 1lukuo

3 Undang-Undang Kemar 43 Tabhi 2009 tentang

1, Undang- undang Nomear 14 Taliun 2008 t=nmng
Erterbnkaan lodormoes Publik;

2. Undang-ymdang Momewr 25 Tahun 2009 coorang
Peloymnan Puhllk;

Errraipamn;

4. Undrnp-Lndang Nomor 23 Trlinm 2014 tcotang
Pemerintahan, Dageah;

n. Peraiilran Pemerinmb Nomor 61 Tahom 3310
tentanp Pelaksanaan UTT Bomor 14 T'shoan 2008
lentang Keterbukaan dormae Poklik;

0. Peraturan Prmerlnoab Morar 18 Talam 20H 6
teutfaks Meranghot Deemmb;

T. Peraturan Monocli Dalam Negeri Menior 5
Tobun 201 F tentene Slaodor Operasdng|
Friftdur di Lingkumean Peincrintabh Frowvinae
den Krbnapaten ) Ko




8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah di
Lingkungan Pemerintah Daerah; dan

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian
Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah.

Sarana, Prasarana,
dan/atau Fasilitas

. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;

. Komputer dengan akses internet; dan
. Printer.

Kompetensi
Pelaksana

100 B

. Memiliki pengetahuan terkait Penataan
Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan
Administrasi Kewilayahan, Pelaksana Otonomi
Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri; dan

2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data

dan informasi serta menyampaikan informasi

kepada pengguna layanan baik secara lisan
maupun tulisan.

Pengawasan Internal

1. Supervisi atasan langsung; dan
2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.

Jumlah Pelaksana

11 (Sebelas) orang.

Jaminan Pelayanan

Informasi disampaikan secara tepat dan akurat
serta dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Keamanan
dan Keselamatan
Pelayanan

Informasi dijamin keabsahannya.

Evaluasi Kinerja
Pelaksana

Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024




ATARTHAR PELATANAN
BOSIALISAS] EEELIARAN TEREAIT PEMATAAN ATVMTNIETRAST
FEMERINTARAN, PENGELOLAAN ACDMINISTIRAAST KERILATATIAN, FASILITASL
FELARSANAAN OTOMNGEML TRRERAH [N FARILETAD RFRPASAMA 11ALAM

NREGERL
¥a. | Komponsn Omlgn
Fn paian Loyames i
. | Perzaeratan I. Peongrpana Learanan memrampailean doloamen
Pelpyrgnan ' tertialia, ditapilean e Alamat: Aagian

| Pernedinlaban Selrelarsl Draemab Kola
Pasanian, Jalan HFahlaaan Momior 28
Pamanian; dan

" 2. Heddit langmang di Kantar Ragian CIrgenisasi

v B 3laoeal Jdi e, sowoonjoukkan ideoliles G

diri,dan mengmai baglog tamu,

d. | distent, Mekanigoe, 1. Pooepnina Layanan monpampaalian snvat aosmd

dacl Proaedur dingnlean kcpadgs Kopala Bagiaon

Pemerintahon;

vl Kopala Befdan Peooeebareban rmeislivpoaialian
aurak peroahone Kepada Sub Beosdoator;

A. Buh Koordinator mombeclan
dinposiel ) menupgsskun pegavmi yang lompeten
nnhuk merincban nkoitasl Bopmela pub s

Lagractan: dan
1 4 Infarmias diasmapRilmn keepade pemohon.
A | -langka Walktu . Melrlui Zcet Permohonan: menenima jewaban
Frlayacsn milelab 3 | L) hao sural perowhoosn dilecme

ubsh Wepala Buginn Prmetintaham; dan
2. Darare Lanpanang: 1 (eaka] bari egjak
permintaon mintmes disnmphikan, apabdla
ela Lo latee skdab lersedia
4. | Duavoy Tanf Tidok dipungut birpa [grehis)-

5. | Poeduk Peloyonan 1. Burar WJewaban oengensl  poemobodsn
soainliens; dan
2. hilvrmessi jawdAlmn meopenst permuhonsn .

sombdlierg. ]
., | Plmnoanan Lasnian- hidp: § fpeanerio kihan pusaminnkota gooid,f
Frmgasdnrn, daran | Foa—eh adppempnakotiamail com
dan Telrpan: 0344205 19, 45604

Mappkon fApresiani - o 420407

Poogoledwnn Polayaonn 000

1. | Omar Flokoaen ]. Undang-undong Nomnr td Trham ZU0S tentane
Koterbnikasal Ialurmess Publik;

2 Uodaem-urelang Momes 25 Tahom 2005 tentang

© Pelagastan Publik;

| 3. Undong-Lndang Mrmoare 43 'I'a gy 2104
coCang Kearapan;

4. Undang-Undang Memar 23 Taliun 2019
remitallE Peoraruilabir Daecah;

5. Frmabann Permerrintah Momor 61 Table 2010
Lentang Pelykmanaan [T Nomor 14 Tahi
2008 lentnng Keaterbualoasn Loformas Publik;

&, Peraturen Termueriotah Nomor 12 Tahun 616
fenlang Perangime Lsnerag;

7. Peratiran Menlec Dmlam Merer Mot 52

- _ Tabtnu 2011 bentong Atandar Cpecasioned




Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi
dan Kabupaten/Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54
Tahun 2009 tentang Tata Naskah di
Lingkungan Pemerintah Daerah; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3
tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan
Pelayanan Informasi dan Dokumentasi
Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan
Daerah.
2. | Sarana, Prasarana, 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
dan/atau Fasilitas 2. Komputer dengan akses internet;
3. Printer;
3. | Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan terkait Penataan
Pelaksana Administrasi Pemerintahan, Pengelolaan
Administrasi Kewilayahan, Pelaksana Otonomi
Daerah dan Kerjasama Dalam Negeri; dan
2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data
dan informasi serta menyampaikan informasi
kepada pengguna layanan baik secara lisan
maupun tulisan.
4. | Pengawasan Internal | 1. Supervisi atasan langsung; dan
2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5. | Jumlah Pelaksana 11 (Sebelas) orang.
6. | Jaminan Pelayanan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat
serta dapat dipertanggungjawabkan.
7. |Jaminan Keamanan | Informasi dijamin keabsahannya.
dan Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Kinerja Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024
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STANDAR PELAYANAN
FASILITASI KERJASAMA DAERAH

No. |

HKomponen

| Uraian

Penyampaian Layanan

L;

Persyaratan
Pelayanan

1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis,
ditujukan ke alamat: Bagian Pemerintahan Sekretariat
Daerah Kota Pasuruan, .Jalan Pahlawan Nomor 28
Pasuruan; dan

. Hadir langsung di Kantor Bagian Pemerintahan (sesuai
alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan mengisi
buku tamu.

Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pengguna Layanan (Perangkat Daerah) menyampaikan
sural resmi ditujukan kepada Kepala Bagian
Pemerintahan ;

. Kepala Bagian Pemerintahan mendisposisikan surat
permohonan kepada Sub Koordinator;

. Sub Koordinator menerima disposisi dan melakukan
verifikasi permohonan Kerja Sama sesuai kelengkapan,
meliputi : surat permohonan fasilitasi Kerja Sama
dilampiri KAK (Kerangka Acuan Kerja) serta draft
Perjanjian Kerja Sama;

. Sub Koordinator melakukan telaah terhadap konsep

pelaksanaan Kerja Sama dengan Pengguna Layanan

(Perangkat Daerah);

Membuat penawaran Kerja Sama kepada Mitra dengan

output mendapatkan surat persetujuan Kerja Sama dari

mitra,

. Memfasilitasi pembahasan draft Perjanjian Kerja Sama

melalui rapat yang dihadiri oleh Tim Koordinasi Kerja

Sama Daerah (TKKSD), Pengguna Layanan (Perangkat

daerah) dan Pihak mitra;

Naskah Kerja Sama yang siap ditandatangani PARA

PIHAK; dan

Pendokumentasian naskah yang sudah ditandatangani

PARA PIHAK.

y

8.

Jangka Waktu
Pelayanan

Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah 3
(tga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala Bagian
Pemerintahan.

Biava/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis)

L b

Produk
Pelayanan

1. Naskah Kesepakatan Bersama;
2. Naskah Perjanjian Kerja Sama; dan
3. Naskah Nota Kesepakatan.

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/Apr

esiasi

Laman: https:/ /pemerintahan. pasuruankota.go.id/
Pos-el: adpempaskoti@egmail.com

Telepon: 0343-426919, 426604

Fax: 425697

lolaan Pelayanan

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik;
Undang-Undang Nomor 25 Tahun
Pelayanan Publik;
Undang-Undang Nomor
Kearsipan;

. Undang-Undang Nomor
Pemerintahan Daerah;

tentang

2. 2009 tentang

3. 43 Tahun 2009 tentang

23 Taliun 2014 tentang




No. Komponen Uraian
5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkal Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2018 tentang
Kerja Sama Daerah
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011
tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan
Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota; dan
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020
tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah
Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga
2. | Sarana, 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
Prasarana, 2. Komputer dengan akses internet; dan
dan/atau 3. Printer.
Fasilitas
3. | Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan terkait analisis jabatan dan
Pelaksana Fasilitasi Kerja Sama Daerah; dan
2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan
informasi serta menyampaikan informasi kepada
pengguna layanan (Perangkat Daerah) baik secara lisan
maupun tulisan.
4. | Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung; dan
Internal 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
5. |Jumlah 5 (lima) orang.
Pelaksana
6. |Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan. -
7. | Jaminan Informasi dijamin keabsahannya.
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
8. | Evaluasi Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
Kinerja
Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024




STANDAR PELAYANAN

FASILITASI PELAYANAN ADMINISTRASI DPRD.

Komponen |

Uraian

Penyampaian Layanan

1. Persyaratan Dokumen dari Sekretaris DPRD dan Ketua KPU.
Pelayanan
2 Sistemn, 1. Dokumen persyaratan dari Sekretaris DPRD dan
Mekanisme, Ketua KPU di kirim ke Wali Kota c.q
dan Prosedur Bag.Pemerintahan;
2. Wali Kota c.q Bag. Pemerintahan membuat surat
pengantar ke Gubernur dan mengajukan ke
Gubernur;
3. Gubernur menetapkan SK
pengangkatan /pemberhentian DPRD vang di
sampaikan ke Wali Kota c.q Bag. Pemerintahan; dan
4. Walikota c.q Bag. Pemerintahan Menyampaikan SK
ke Sekretaris DPRD.
3. Jangka Waktu | 1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban
Pelayanan setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh
Kepala Bagian Pemerintahan; dan
2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan
informasi disampaikan, apabila database sudah
tersedia,
4, Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).
5. Produk SK pengangkatan/pemberhentian DPRD.
Pelayanan
6. Penanganan Laman: https://pemerintahan.pasuruankota.go.id/
Pengaduan, Pos-el: adpempaskot@gmail.com
Saran dan Telepon: 0343-426919, 426604
Masukan /Apr | Fax: 425697
esiasi
Pengelolaan Pelayanan
1. Dasar Hukum | 1. Pasal 102 ayat (4) dan Pasal 155 ayat (4) Undang-
undang Nomor 23 tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah junco Pasal 27 ayat (1)
Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018 tentang
pedoman penyusunan tata tertib Dewan perwakilan
Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota; dan
2. Pasal 28 ayal (1) dan (2) Peraturan Pemerintah
Nomor 12 tahun 2018 tentang pedoman
penyusunan tata tertib Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Provinsi, Kabupaten dan Kota.
2, Sarana, 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
Prasarana, 2. Komputer dengan akses internet; dan
dan/atau 3. Printer.
Fasilitas
3. | Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan terkait analisis jabatan,
Pelaksana kelembagaan, kinerja, reformasi birokrasi, tata
laksana, dan pelayanan publik; dan
2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan
informasi serta menyampaikan informasi kepada
pengguna layanan baik secara lisan maupun
tulisan.




Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung; dan
Internal 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
Jumlah 4 (Empat) orang.
Pelaksana
Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
Jaminan Informasi dijamin keabsahannya.
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
Kinerja

| Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024
g
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ONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM

AN
STANDAR PELAYAN
DATA DAN INFORMASI

BAGIAN PEREK

. dukumen tert'l.lliB:
Layanan menyampaikan jan dan
oo s ki alamat; Baglan Perekonomiat Kota
ditujukan ckretariat Daerah Ko

Alam S ;
Sumber Daya pahlawan Nomor 28 Pasuruan;

{ ian dan
9. Hadir langsung di Kantor Bagian Perekt:nuréﬁlanams}’
‘ qumber Daya Alam !s:asum alaplfa.buku W
menunjukkan identitas diri,dan mengisi

Pe rs]a‘ara tan
Pelayanan

Layanan menyampaikan surat resm

2. | Sistem, 1. Penggune Bagian Perekonomian dan

Mekanisme, ditujukan kepada Kepala

d Sumber Daya Alam; .
S 2. Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam

mendisposisikan surat permohonan kepada Sub

Koordinator;

3. Sub Koordinator memberikan dispusisi{m:uugaskaq
pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi
kepada pengguna layanan;

4. Informasi disampaikan kepada pemohon.

3. |Jangka 1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah
Waktu 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh Kepala
Pelayanan Bagian Perckonomian dan Sumber Daya Alam:;

2.Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan

informasi disampaikan, apabila database sudah
tersedia,

4. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).
5. | Produk Informasi  yang diperlukan  berkaitan
Pelayanan Koordinasi/konsultasi Penyusunan Pagu Anggaran
DBHCHT, Evaluasi dan Monitoring Penggunaan Dana

Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau, Evaluasi dan
pelaporan pelaksanaan kegiatan BUMD, Penyusunan

dengan

Penegakan Hukum BUMD S
s K
TPID, TPKAD, TP2DD, oordinasi
6. | Penanganan | Laman:

Pengaduan Pos-el: perekonomi pa taf@gm
~ : mianpasuruankota@ il
Saran dan Telepon: 0343-4260 19, 426604 S
Masukan/Apr | Fax: 425697

esiasi Whatsapp: 0899884575
Pengelolaan Pelayanan =

1. | Dasar Hukum | 1. Undan
. g-undang Nomor 14 Tah
Keterbukaan Informasi Publik; W3 2008 tentang

2. Undang~undang Nomor 25
Tahu
Pelayanan Publik; ’

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun

2009 tentang

Roaret 2009 tentang
4. Undang-Umiang Nomor 23 I
B iy Taliun 2014 tentang




5. Peraturan Pemerintah Nomor €1 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.

Sarana, 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;

Prasarana, 2. Komputer dengan akses internet;

dan/atau 3. Printer.

Fasilitas

Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan terkait Koordinasi/konsultasi

Pelaksana Penyusunan Pagu Anggaran DBHCHT, Evaluasi dan
Monitoring Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil
Tembakau, Evaluasi dan pelaporan pelaksanaan
kegiatan BUMD, Penyusunan Penegakan Hukum
BUMD, Koordinasi TPID, TPKAD, TP2DD;

2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan
informasi serta menyampaikan informasi kepada
pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.

Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung;
Internal 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
Jumlah 8 (delapan) orang.

Pelaksana

Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
Jaminan Informasi dijamin keabsahannya.
Keamanan

dan

Keselamatan

Pelayanan

Evaluasi Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
Kinerja

Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024




BAGIAN ADMINISTRASI PEMBANGUNAN

STANDAR PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI

No. | Komponen |

Uraian

Penyampaian Layanan

1.

Persyaratan
Pelayanan

1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis,
ditujukan ke alamat: Bagian Administrasi
Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan,
Jalan Pahlawan Nomor 28 Pasuruan;

2. Hadir langsung di Kantor Bagian Administrasi
Pembangunan (sesuai alamat di atas), menunjukkan
identitas diri,dan mengisi buku tamu.

Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

l. Pengguna Layanan menyvampaikan surat resmi
ditujukan kepada Kepala Bagian Administrasi
Pembangunan;

2. Kepala Bagian Administrasi Pembangunan
mendisposisikan surat permohonan kepada Sub
Koordinator;

3. Sub Koordinator memberikan disposisi/menugaskan
pegawal yang kompeten untuk memberikan informasi
kepada pengguna layanan;

4. Informasi disampaikan kepada pemohon.

Jangka
Waktu
Pelayanan

1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban
sctelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh
Kepala Bagian Administrasi Pembangunan;

2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan
informasi disampaikan, apabila database sudah
tersedia.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis).

fp

Produk
Pelayanan

Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Analisis
Kebijakan  Pembangunan  Daerah, Penyusunan
Kebijakan terkait Standar Harga Satuan dan Standar
Harga Satuan Bahan Bangunan, Pengisian laporan
bulanan realisasi kegiatan fisik/pembangunan,
Penyusunan laporan bulanan realisasi keuangan.

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/Ap
resiasi

Laman: https:/ /pembangunan.pasuruankota.go.id/
Pos-el: adpembkotapasuruan@gmail.com

Telepon: 0343-426604, 426919
Fax: 425687

Whatsapp: 082333186335

Pengelolaan Pelayanan

k.

Dasar
Hukum

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009
Kearsipan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014
Pemerintahan Daerah:;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

tentang
tentang
tentang

tentang




. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun

2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten /Kota;

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah
Daerah;

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017
tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan

o Pemerintahan Daerah.

Sarana, 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;

Prasarana, 2. Komputer dengan akses internet;

dan/atau 3. Printer.

Fasilitas

Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan terkait Analisis Kebijakan

Pelaksana Pembangunan Daerah, Penyusunan Kebijakan
terkait Standar Harga Satuan dan Standar Harga
Satuan Bahan Bangunan, Pengisian laporan bulanan
realisasi kegiatan fisik/pembangunan, Penyusunan
laporan bulanan realisasi keuangan;

2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan
informasi serta menyampaikan informasi kepada
pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.

Pengawasan | 1. Supervisi atasan langsung;
Internal 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
Jumlah 7 (tujuh) orang.

Pelaksana

Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
Jaminan Informasi dijamin keabsahannya.
Keamanan

dan

Keselamatan

Pelayanan

Evaluasi Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
Kinerja

Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanal 15 Januari 2024




EBAGIAN PITNGADAAN BARANG TIAR 1AM

STANDAR PELAYANAN
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Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/

Apresiasi

Datang Langsung ke kantor,

LPSE KOTA PASURUAN

ALAMAT:

Bagian Pengadaan Barang Dan Jasa
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

Jl. Pahlawan No. 28 Kota Pasuruan 67126

Atau melalui,

TELP : (0343) 426604

EMAIL : Lpse@pasuruankota.eo.id

Helpdesk

081326594461
081326594462
081326594463

(Whatsapp)
(adminl)

(admin2)
(admin3)

Pengelolaan Pelayanan

L.

Dasar

Hukum

1. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomer 12
Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden
Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 Tentang
Pengadaan Barang/.Jasa Pemerintahan;

2. Peraturan Lembaga Kebijakan Pengadaan
Barang/Jasa Pemerintahan(LKPP RI) Nomor 10
Tahun 2021 Tentang Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa;

3. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 43 Tahun 2021
tengtang Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa; dan

4. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 64 Tahun 2022
tentang Kode Etik Personel Unit Kerja Pengadaan
Barang/Jasa.

Sarana,
Prasarana,
dan/atau
Fasilitas

. Meja helpdesk;

. Ruang tunggu;

. Area parkir;

. Komputer;

. Koneksi internet;

. Bidding Room; dan
. Toilet.

Kompetensi
Pelaksana

=] oy N B LR e

. Memilik integritas vyang berpikiran, berkata,
berperilaku dan bertindak dengan baik dan benar
serta memegang teguh kode etik dan prinsip-prinsip
moral;

2. Menguasai Komputer; dan

3. Menguasai penggunaan aplikasi LPSE.

Pengawasan
Internal

Kepala Bagian.

Jumlah
Pelaksana

1 (satu) orang sebagai Verifikator LPSE.

Jaminan
Pelayanan

1. Kepastian mendapatkan akun LPSE untuk login ke
LPSE Kota Pasuruan;

2. Kode Etik Pengadaan Barang dan Jasa menerapkan
prinsip sebagai berikut:
a. Efisien;
b. Efektif;
¢. Transparan;
d. Terbuka;

e. Bersaing;




f. Adil/tidak diskriminatif; dan

g. Akuntabel.
Jaminan 1. Kerahasiaan akun penyedia LPSE;
Keamanan 2. Area parkir tersedia;
dan 3. CCTV seluruh area gedung dan parkir; dan
Keselamatan | 4. Alat pemadam kebakaran.
Pelayanan
Evaluasi Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
Kinerja
Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
- Pada tanggal 15 Januari 2024
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BAGIAN UMUM

STANDAR PELAYANAN
PEMINJAMAN TEMPAT
No. | Komponen | Uraian
Penyampaian Layanan
1. | Persyaratan 1. Membawa surat permohonan peminjaman yang
Pelayanan disampaikan minimal 5 (lima) hari sebelum
pelaksanaan atau dapat disampaikan melalui
Whatsapp ke petugas yang menangani pada Bagian
Umum; dan
2. Surat permochonan ditujukan kepada Sekretaris
Daerah c.q Kepala Bagian Umum untuk peminjaman.
2. | Sistem, 1. Pemohon melakukan koordinasi terkait ketersediaan
Mekanisme, tempat kepada petugas;
dan Prosedur |2. Surat permohonan peminjaman secara resmi
disampaikan untuk segera di disposisi;
3. Petugas melakukan pengecekan terkait ketersediaan
tempat; dan
4. Petugas menginput judul kegiatan sesuai dengan isi
surat yang telah di disposisi pimpinan.
3. |Jangka Waktu | 1 (satu) hari.
Pelayanan
4. |Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis). |
5. | Produk Ruang Rapat/Gedung/Lapangan.
Pelayanan
6. | Penanganan Laman: https://umum.pasuruankota.go.id/
Pengaduan, Pos-el: umum@pasuruangmail.com
Saran dan Telepon: 0343-426919, 426604
Masukan/Apr | Fax: 425697
esiasi Whatsapp : 081217564486
Pengelolaan Pelayanan
1. | Dasar Hukum | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; dan
2, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014
tentang Pedoman Standar Pelayanan. ]
2. | Sarana, Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Handphone, Ruang
Prasarana, Kerja, Meja, Kursi, Internet, Buku.
dan/atau
Fasilitas
3. | Kompetensi 1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan;
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;
3. Dapat bekerjasama;
4. Ramah; dan
5. Sopan.
4. | Pengawasan 1. SBupervisi atasan langsung; dan
Internal 2. Segera menindaklanjuti apabila terjadi masalah
terkait peminjaman.
5. |Jumlah 2 (dua) orang.
Pelaksana
6. | Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
7. |Jaminan Informasi dijamin keabsahannvya.
Keamanan




dan

Keselamatan

Pelayanan

Evaluasi 1. Dilakukan rapat staf minimal 1 kali dalam 3 bulan;
Kinerja dan

Pelaksana 2. Survei Kepuasan Masyarakat.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024




STANDAR PELAYANAN

PERSURATAN
No. | Komponen | Uraian
Penyampaian Layanan

1. | Persyaratan Membawa surat/dokumen dari instansi yang akan

Pelayanan disampaikan kepada pimpinan (Wali Kota/ Sekretaris
Daerah ) atau dapat disampaikan melalui Whatsapp ke
petugas yang menangani pada Bagian Umum.

2. | Sistem, 1. Pemohon mengajukan surat/dokumen dari instansi
Mekanisme, untuk ditujukan kepada pimpinan yang mana dalam
dan Prosedur hal ini adalah Wali Kota / Sekretaris Daerah;

2. Petugas menerima dan memproses permohonan melalui
aplikasi persuratan ( SRIKANDI );
3. Pimpinan mendisposisi sesuai dengan ketentuan;
4. Petugas menyampaikan surat berdasarkan disposisi;
5. Surat yang diajukan dijawab sesuai dengan kebutuhan
yang diinginkan;
6. Pemohon menerima balasan; dan
7. Selesai.
3. |Jangka Waktu | 1 (satu) hari.
Pelayanan
4. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).
5. | Produk Surat Masuk dan Surat Keluar,
Pelayanan
6. | Penanganan Laman: https://umum.pasuruankota.go.id/
Pengaduan, Pos-el: umum@pasuruangmail.com
Saran dan Telepon: 0343-426919, 426604
Masukan/Apr | Fax: 425697
esiasi Whatsapp : 083185662553 ]
Pengelolaan Pelayanan —
1. | Dasar Hukum | 1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik; dan
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang
Pedoman Standar Pelayanan.

2. | Sarana, Alat Tulis Kantor, Komputer, Printer, Handphone, Ruang
Prasarana, Kerja, Meja, Kursi, Internet, Buku.
dan/atau
Fasilitas

3. | Kompetensi 1. Memahami Peraturan Perundang-Undangan;
Pelaksana 2. Mampu mengoperasikan komputer;

3. Dapat bekerjasama;
4. Ramah; dan
5. Sopan.
4. | Pengawasan 1. Supervisi atasan langsung;
Internal 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan; dan
3. Segera menindaklanjuti apabila terjadi masalah terkait
peminjaman

5. |Jumlah 3 (tiga) orang
Pelaksana

6. |Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.

7. |Jaminan Informasi dijamin keabsahannya.

Keamanan




Keselamatan

Pelayanan

Evaluasi 1. Dilakukan rapat staf minimal 1 kali dalam 3 bulan; dan
Kinerja 2. Survei Kepuasan Masyarakat dilakukan setiap hari.
Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
~ Pada tanggal 15 Januari 2024




BAGIAN PROTOKOL DAN KOMUNIKASI PIMPINAN

STANDAR PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI

Komponen

Uraian

_Penrampnhn Layanan

1. | Persyaratan 1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis,
Pelayanan ditujukan ke alamat: Bagian Protokol Dan Komunikasi
Pimpinan Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Jalan

Pahlawan Nomor 28 Pasuruan; dan

2. Hadir langsung di Kantor Bagian Protokol Dan
Komunikasi Pimpinan (sesuai alamat di atas),
menunjukkan identitas diri,dan mengisi E-Sukma.

2. | Sistem, 1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi
Mekanisme, ditujukan kepada Kepala Bagian Protokol Dan
dan Prosedur Komunikasi Pimpinan;

2. Kepala Bagian Protokol Dan Komunikasi Pimpinan
mendisposisikan surat permohonan kepada Ketua Tim
Kerja;

3. Ketua Tim Kerja memberikan disposisi/menugaskan
pegawai vang kompeten untuk melaksanakan |/
koordinasi terkait acara yang akan dilaksanakan; dan

4. Menyesuaikan SOP Konsultasi dan pengaturan
pelaksanaan  kegiatan  Pimpinan Daerah di
Lingkungan Kota Pasuruan.

3. |Jangka 1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban setelah
Waktn surat permohonan diterima oleh Kepala Bagian
Pelayanan Protokol Dan Komunikasi Pimpinan; dan

2. Datang Langsung atau melalui alat komunikasi (sejak
permintaan pelayanan disampaikan).

4. | Biaya/Tarif Tidak dipungut biaya (gratis).

5. | Produk Informasi yang diperlukan berkaitan dengan fasilitasi
Pelayanan keprotokolan, fasilitasi komunikasi pimpinan, dan

pendokumentasi tugas pimpinan.

6. | Penanganan | Laman: https://prokopim.pasuruankota.go.id/
Pengaduan, Pos-el: prokopimpasfiigmail.com
Saran dan Telepon: 08113600473
Masukan/

Apresiasi
Pengelolaan Pelayanan

1. | Dasar 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Hukum Keterbukaan Informasi Publik;
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Jaminan
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan

Informasi dijamin keabsahannya.

Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Ditetapkan di Pasuruan
Fada..tﬁr‘rgga.l 15 Januari 2024
TR f




BAGIAN ORGANISASI

STANDAR PELAYANAN
DATA DAN INFORMASI

No. | Komponen | Uraian
Penyampaian Layanan

ks Persvaratan 1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis,

Pelayanan ditujukan ke alamat: Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28
Pasuruan;

2. Hadir langsung di Kantor Bagian Organisasi (sesuai
alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan
mengisi buku tamu.

2. Sistem, 1. Pengguna Layanan menvampaikan surat resmi
Mekanisme, ditujukan kepada Kepala Bagian Organisasi;
dan Prosedur | 2. Kepala Bagian Organisasi mendisposisikan surat

permohonan kepada Sub Koordinator;

3. Sub Koordinator memberikan disposisi/menugaskan
pegawai yang kompeten untuk memberikan informasi
kepada pengguna layanan; dan

4. Informasi disampaikan kepada pemohon.

3. |Jangka 1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban
Waktu setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh
Pelayanan Kepala Bagian Organisasi; dan

2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan
informasi disampaikan, apabila database sudah
tersedia.

4. Biaya/Tarif | Tidak dipungut biaya (gratis).

5. Produk Informasi yang diperlukan berkaitan dengan Analisis
Pelayanan Jabatan, Kelembagaan, Kinerja, Reformasi Birokrasi,

Tata Laksana, dan Pelayanan Publik baik secara lisan

maupun tulisan (hardcopy dan softcopy).

6. Penanganan | Laman: hitps://organisasi.pasuruankota.go.id/
Pengaduan, | Pos-el: bagianorganisasipaskot@gmail.com
Saran dan Telepon: 0343-426919, 426604
Masukan/Ap | Fax: 425697
resiasi Whatsapp: 082233608080

Pengelolaan Pelayanan

L Dasar l. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Hukum Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan,

4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang
Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang
Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di
Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;




8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun

2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan Pemerintah
Daerah; dan

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun 2017

tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi
dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri dan
Pemerintahan Daerah.

Sarana, 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;

Prasarana, 2. Komputer dengan akses internet; dan

dan/atau 3. Printer.

Fasilitas

Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan terkait Analisis .Jabatan,

Pelaksana Kelembagaan, Kinerja, Reformasi Birokrasi, Tata
Laksana, dan Pelayanan Publik; dan

2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan

informasi serta menyampaikan informasi kepada
pengguna layanan baik secara lisan maupun tulisan.

Pengawasan | 1. Supervisi atasan langsung; dan

Internal 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.

Jumlah 11 (sebelas) orang.

Pelaksana

Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta

Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.

Jaminan Informasi dijamin keabsahannya.

Keamanan

dan

Keselamatan

Pelayanan

Evaluasi Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.

Kinerja

Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024




STANDAR PELAYANAN

PERUMUSAN TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

No. | Komponen |

Uraian

Penyampaian Layanan

(5

Persyaratan
Pelayanan

1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen tertulis,
ditujukan ke alamat: Bagian Organisasi Sekretariat
Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan Nomor 28
Pasuruan;

2. Hadir langsung di Kantor Bagian Organisasi (sesuai
alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan
mengisi buku tamu.

Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat usulan
resmi disertai dasar hukum tugas dan fungsi
perangkat daerah ditujukan kepada Kepala Bagian
Organisasi;

2. Kepala Bagian Organisasi mendisposisikan surat
usulan kepada Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat
Pelaksana;

3. Pejabat Fungsional dan/atau Pejabat Pelaksana yang
menerima disposisi dari Kepala Bagian Organisasi
mempelajari kelengkapan dokumen dari Perangkat
Daerah pengusul. Apabila berkas persyaratan tidak
lengkap maka berkas dikembalikan pada Perangkat
Daerah pengusul untuk dilengkapi;

4. Berkas yang lengkap akan dianalisis kemudian
dibahas melalui rapat dengan Asisten Administrasi
Umum dan Perangkat Daerah pengusul dan
Perangkat Daerah terkait;

9. Hasil Rapat akan dimasukkan ke dalam Rancangan
Peraturan Wali Kota tentang tugas pokok dan fungsi
perangkat dacrah pengusul;

6. Rancangan Peraturan Wali Kota tentang tugas pokok
dan fungsi perangkat daerah pengusul disampaikan
ke Bagian Hukum untuk diproses dan disahkan
sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
dan

7. Bagian Organisasi menyampaikan Peraturan
Walikota tentang tugas pokok dan fungsi perangkat
daerah pengusul yang telah disahkan (dalam proses
yvang dilaksanakan oleh Bagian Hukum) kepada
perangkat daerah pengusul.

Jangka
Waktu
Pelayanan

Jangka waktu yang diperlukan dalam proses usulan
perumusan tugas dan fungsi perangkal daerah akan
disampaikan oleh Bagian Organisasi paling lambat 45
(empat puluh lima) hari kerja sejak usulan diterima oleh
Bagian Organisasi, dan apabila persyaratan lengkap dan
benar. Jangka waktu ini tidak termasuk tahapan
layanan vang diproses Bagian Hukum.

Biaya/Tarif

Tidak dipungut biaya (gratis).

Produk

Pelayanan

Peraturan Wali Kota tentang Tugas Pokok dan Fungsi
Perangkat Daerah pengusul.

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/
Apresiasi

Laman: htips:/ /organisasi.pasuruankota.go.id/

Pos-el: anjaborganisasi.paskot@gmail.com
Telepon: 0343-426604

Whatsapp: 081232743944
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Evaluasi
Kinerja
Pelaksana

Dilaksanakan evaluasi setiap tahun.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024
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STANDAR PELAYANAN

PENYUSUNAN LKJIP PERANGKAT DAERAH

No. | Komponen |

Uraian

Penyampaian Layanan

1.

Persyaratan
Pelayanan

1. Pengguna Layanan menyampaikan dokumen
tertulis, ditujukan ke alamat: Bagian Organisasi
Sekretariat Daerah Kota Pasuruan, Jalan Pahlawan
Nomor 28 Pasuruan; dan

2. Hadir langsung di Kantor Bagian Organisasi (sesuai
alamat di atas), menunjukkan identitas diri,dan
mengisi buku tamu.

Sistem,
Mekanisme,
dan Prosedur

1. Pengguna Layanan menyampaikan surat resmi
ditujukan kepada Kepala Bagian Organisasi;

2. Kepala Bagian Organisasi mendisposisikan surat
permohonan kepada Sub Koordinator;

3. Sub Koordinator memberikan disposisi/ menugaskan
pegawai yang kompeten untuk memberikan
informasi kepada pengguna layanan; dan

4. Informasi disampaikan kepada pemohon.

Jangka
Waktu
Pelayanan

1. Melalui Surat Permohonan: menerima jawaban
setelah 3 (tiga) hari surat permohonan diterima oleh
Kepala Bagian Organisasi; dan

2. Datang Langsung: 1 (satu) hari sejak permintaan
informasi disampaikan, apabila database sudah
tersedia. Sy

Biaya/Tarif

Tidak l:lipungut_biay-a (gratis).

Produk
Pelayanan

1. Pelaporan dan Evaluasi harus berfokus pada
perencanaan yang telah disusun;

2. Penguraian faktor keberhasilan dan kegagalan dalam
mencapai target yang telah ditentutkan; dan

3. Berfokus pada hasil dan Rencana Aksi yang telah
disusun.

Penanganan
Pengaduan,
Saran dan
Masukan/Ap
resiasi

Laman: hitps:/ /organisasi.pasuruankota.go.id/
Pos-el: bagianorganisasipaskot@gmail.com
Telepon: 0343-426919, 426604

Fax: 425697

Whatsapp: 082233608080

1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang
Kearsipan;

4. Undang-Undang Nomor 23 Taliun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
tentang Pelaksanaan UU Nomor 14 Tahun 2008
tentang Keterbukaan Informasi Publik;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016
tentang Perangkat Daerah;

7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun
2011 tentang Standar Operasional Prosedur di




Lingkungan Pemerintah Provinsi dan
Kabupaten/Kota;

8. Permempanrb No.53 Tahun 2014
Q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun
2009 tentang Tata Naskah di Lingkungan
Pemerintah Daerah; dan
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 tahun
2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan
Informasi dan Dokumentasi Kementerian Dalam
Negeri dan Pemerintahan Daerah.
Sarana, 1. Ruang tamu ber AC, kursi, dan meja;
Prasarana, 2. Komputer dengan akses internet; dan
dan/atau 3. Printer.
Fasilitas
Kompetensi 1. Memiliki pengetahuan terkait perencanaan dan
Pelaksana pelaporan kinerja; dan
2. Memiliki keterampilan dalam mengolah data dan
informasi serta menyampaikan informasi kepada
pengguna layanan baik secara lisan maupun
tulisan.
Pengawasan | 1. Supervisi atasan langsung;
Internal 2. Dilaksanakan secara berkelanjutan.
Jumlah 3 (tiga) orang.
Pelaksana
Jaminan Informasi disampaikan secara tepat dan akurat serta
Pelayanan dapat dipertanggungjawabkan.
Jaminan Informasi dijamin keabsahannya.
Keamanan
dan
Keselamatan
Pelayanan
Evaluasi Dilaksanakan 1 (satu) tahun sekali.
Kinerja
Pelaksana

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 15 Januari 2024




